PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 a.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang
tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD,
keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit
organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja,
keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun
Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk
pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan maka
perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun Anggaran 2012;



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan
Rakyat, @ Dewan  Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4310);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan
Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negaran Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);



19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-Undangan;



27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor70 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun
2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 311);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 694);

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu
Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 1988 tentang
Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai
Selatan Tahun 1988 Nomor 7 Seri D, Nomor Seri 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Lembaran Daerah dan
Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Tahun 2002 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 35 Seri E Nomor Seri 1);



34.

35.

36.

37.

38.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tahun 2005 Nomor 14) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 99);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tahun 2007 Nomor 25 Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor S5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor
S5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012
Nomor 1);



39. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 2);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun
Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula
berjumlah Rp. 650.758.478.302,00 bertambah sejumlah

Rp.152.777.185.533,00 sehingga menjadi Rp. 803.535.663.835,00
dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan
a. Semula Rp. 619.688.001.302,00
b. Bertambah Rp. 104.245.711.658,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan  Rp. 723.933.712.960,00




2. Belanja
a. Semula Rp. 650.758.478.302,00
b. Bertambah Rp. 152.777.185.533,00

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 803.535.663.835,00

Defisit setelah Perubahan (Rp.

3. Pembiayaan
a. Penerimaan
1) Semula Rp. 50.420.477.000,00
2) Bertambah Rp. 52.531.473.875,00

79.601.950.875,00)

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan  Rp. 102.951.950.875,00

b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 19.350.000.000,00
2) Bertambah Rp. 4.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp.

3.350.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah

Perubahan Rp.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah
Perubahan Rp.

Pasal 2

79.601.950.875,00

0,00

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah
1. Semula Rp. 50.809.347.457,00
2. Berkurang (Rp. 2.530.703.137,00)

Jumlah pendapatan asli daerah

setelah Perubahan Rp.

b. Dana Perimbangan
1) Semula Rp. 484.619.898.744,00
2) Bertambah Rp. 70.162.880.756,00

Jumlah dana perimbangan

48.278.644.320,00

setelah Perubahan Rp. 554.782.779.500,00



c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
1. Semula Rp. 84.258.755.101,00
2. Bertambah Rp. 36.613.534.039,00

Jumlah lain-lain pendapatan
daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 120.872.289.140,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1. Semula Rp. 5.922.287.493,00

2. Berkurang (Rp. 845.000.008,00)

Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp. 5.077.287.485,00
b. Retribusi Daerah

1. Semula Rp. 7.641.300.000,00
2. Bertambah Rp. 1.052.635.000,00

Jumlah retribusi daerah setelah

Perubahan Rp. 8.693.935.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1. Semula Rp. 5.215.577.480,00

2. Berkurang (Rp. 1.374.620.243,00)

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

setelah Perubahan Rp. 3.840.957.237,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
1. Semula Rp. 32.030.182.484,00

2. Berkurang (Rp. 1.363.717.886,00)

Jumlah Lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 30.666.464.598,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil
1. Semula Rp. 94.046.056.994,00
2. Bertambah Rp. 16.312.419.506,00

Jumlah dana bagi hasil setelah
Perubahan Rp. 110.358.476.500,00
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b.

Dana Alokasi Umum
1. Semula Rp. 353.727.841.750,00
2. Bertambah Rp. 50.407.881.250,00

Jumlah dana alokasi umum setelah

Perubahan Rp. 404.135.723.000,00
Dana Alokasi Khusus
1. Semula Rp. 36.846.000.000,00

2. Bertambah Rp. 3.442.580.000,00

Jumlah dana alokasi khusus setelah
Perubahan Rp. 40.288.580.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a.

Hibah

1. Semula Rp. 4.120.719.000,00

2. Berkurang (Rp. 1.540.719.000,00)

Jumlah hibah setelah Perubahan Rp. 2.580.000.000,00
Dana Darurat

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah dana darurat setelah Perubahan Rp. 0,00

Dana bagi hasil pajak
1. Semula Rp. 35.515.000.000,00
2. Bertambah Rp. 31.997.079.140,00

Jumlah dana bagi hasil pajak setelah

Perubahan Rp. 67.512.079.140,00
Dana penyesuaian dan otonomi khusus
1. Semula Rp. 44.623.036.101,00

2. Bertambah Rp. 5.657.173.899,00
Jumlah dana penyesuaian dan
otonomi khusus setelah Perubahan Rp. 50.280.210.000,00
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e. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah

lainnya

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah Rp. 500.000.000,00

Jumlah bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah
Daerah lainnya setelah Perubahan Rp. 500.000.000,00

Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung
1. Semula Rp. 412.457.795.882,00
2. Bertambah Rp. 35.701.383.434,00

Jumlah belanja tidak langsung

setelah Perubahan Rp. 448.159.179.316,00
b. Belanja Langsung
1. Semula Rp. 238.300.682.420,00

2. Bertambah Rp. 117.075.802.099,00

Jumlah belanja langsung setelah
Perubahan Rp. 355.376.484.519,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai
1. Semula Rp. 378.700.051.632,00
2. Bertambah Rp. 14.587.323.434,00

Jumlah belanja pegawai setelah

Perubahan Rp. 393.287.375.066,00
b. Belanja bunga

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah belanja bunga setelah

Perubahan Rp. 0,00
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Belanja subsidi
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah belanja subsidi setelah

Perubahan Rp.

Belanja hibah

1. Semula Rp. 11.343.030.000,00
2. Bertambah Rp. 11.213.760.000,00
Jumlah belanja hibah setelah

Perubahan Rp.
Belanja bantuan sosial

1. Semula Rp. 5.245.514.250,00
2. Berkurang (Rp. 400.500.000,00)

Jumlah belanja bantuan sosial

setelah Perubahan Rp.

Belanja bagi hasil

1. Semula Rp. 12.900.000.000,00
2. Bertambah Rp. 6.220.000.000,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah

Perubahan Rp.

Belanja bantuan keuangan
1. Semula Rp. 3.269.200.000,00
2. Bertambah Rp. 2.080.800.000,00

Jumlah bantuan keuangan setelah

Perubahan Rp.
Belanja Tidak Terduga
1. Semula Rp. 1.000.000.000,00

2. Bertambah Rp. 2.000.000.000,00

Jumlah bantuan keuangan setelah

Perubahan Rp.
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0,00

22.556.790.000,00

4.845.014.250,00

19.120.000.000,00

5.350.000.000,00

3.000.000.000,00



(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis belanja:

a.

Belanja pegawai
1. Semula Rp. 26.526.432.432,00
2. Bertambah Rp. 2.299.245.643,00

Jumlah belanja pegawai setelah

Perubahan Rp. 28.825.678.075,00
Belanja barang dan jasa
1. Semula Rp. 81.527.152.889,00

2. Bertambah Rp. 22.810.805.694,00
Jumlah belanja barang dan jasa

setelah Perubahan Rp. 104.337.958.583,00
Belanja modal
1. Semula Rp. 130.247.097.099,00

2. Bertambah Rp. 91.465.750.762,00
Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp. 222.212.847.861,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a.

b.

Penerimaan sejumlah Rp. 102.951.950.875,00
1. Semula Rp. 50.420.477.000,00
2. Bertambah Rp. 52.531.473.875,00

Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 102.951.950.875,00
Pengeluaran sejumlah Rp. 23.350.000.000,00

1. Semula Rp. 19.350.000.000,00
2. Bertambah Rp. 4.000.000.000,00
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 23.350.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pembiayaan:

a.

SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah
Rp.96.120.325.435,00

1. Semula Rp. 45.570.477.000,00
2. Bertambah Rp. 50.549.848.435,00

Jumlah SiLPA tahun anggaran
sebelumnya setelah Perubahan Rp. 96.120.325.435,00
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(3)

Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah pencairan dana cadangan

Setelah Perubahan Rp. 0,00

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
Rp.1.981.625.440,00

1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah Rp. 1.981.625.440,00

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

setelah Perubahan Rp. 1.981.625.440,00
Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah pinjaman daerah setelah

Perubahan Rp. 0,00

Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah
Rp.4.850.000.000,00

1. Semula Rp. 4.850.000.000,00
2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah
Perubahan Rp. 4.850.000.000,00

Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0.00

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah penerimaan piutang daerah

setelah Perubahan Rp. 0,00

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pembiayaan:

a.

Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 5.000.000.000,00

1. Semula Rp. 5.000.000.000,00

2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah pembentukan dana cadangan

setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000,00
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b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah
Rp. 13.500.000.000,00

1. Semula

Rp. 9.500.000.000,00

2. Bertambah Rp. 4.000.000.000,00

Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah

Perubahan

Rp. 13.500.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0,00

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah pembayaran pokok utang

setelah Perubahan Rp. 0,00

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 4.850.000.000,00

1. Semula

Rp. 4.850.000.000,00

2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah pemberian pinjaman daerah

dan obligasi setelah Perubahan Rp. 4.850.000.000,00
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,
terdiri dari:

1.
2.

3.

Lampiran
Lampiran

Lampiran

Lampiran

Lampiran

Lampiran

II

III

IV

VI

Ringkasan Perubahan APBD;

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan
Kegiatan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan
Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
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7. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran ini;

8. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 12 September 2012

BUPATI HULU SELATAN,

MUHAMMAD SAFI’I

Diundangkan di Kandangan

pada tanggal 12 September 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

/e,

AHMAD FIKRY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR 13
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